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PUTUSAN
Nomor 4154/Pdt.G/2022/PA.Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Eka Susanti binti Gunawan, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan
Amalia Rubini Gang Rinjani | Rt. 001 Rw.014 Kelurahan
Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, dalam hal ini
memberikan kuasa khusus kepada H. Andi Jamal Fuadi,
S.Ag, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor
Hukum H. Andi Jamal Fuadi, S.Ag., & Rekan yang berkantor di
Jalan Stekmal Rt. 01 Rw. 10 No. 10 Kelurahan Pamoyanan,
Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, berdasarkan surat
kuasa khusus Nomor 104/SK-AJF/XII/2022 tanggal 13
Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Cianjur Nomor
3234/4154/RSK/2022/PA.Cjr, tanggal 15 Desember 2022,
sebagai Penggugat;

melawan

Irwan Herdian Empep Syafei, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Jalan
Amalia Rubini Gang Rinjani | Rt. 001 Rw.014 Kelurahan
Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka
sidang;
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DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Desember 2022
telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 4154/Pdt.G/2022/PA.Cjr, pada hari

itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang pernikahannya di
laksanakan pada hari Jumat 19 Juli 2019 M. bertepatan dengan 15 Dzul
go'idah 1440 H di KUA Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, di catatkan
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur pada tanggal 19 Juli 2019
dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor: 0766/96/VI11/2019;

2. Bahwa setelah pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat pemah
hidup bersama sebagai suami isteri di Jalan Amalia Rubini Gang Rinjani
| Rt. 001Rw.014 Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten
Cianjur, dan dikaruniai 2 orang anak Perempuan kembar bernama: Alifa
Hifza, lahir Cianjur; 09 Maret 2020, Alesha Azka, lahir Cianjur 09 Maret
2020;

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, dan
kurang lebih sejak bulan April 2020 terjadi perselisihan yang disebabkan:
- Perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat mengenai tempat

usaha, Tergugat slalu emosional terhadap Penggugat;

- Tergugat kurang bertanggungjawab dalam masalah ekonomi
keluarga, nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenubhi
kebutuhan sehari-hari;

4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi
pada bulan November 2020, Penggugat akhimya pergi meninggalkan
Tergugat ke rumah rumah saudaranya di kampung Ciangsana Rt. 03 Rw.
03 Desa Ciharashas Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan tidak
berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa Tergugat sudah menjatuhkan talag di bawah tangan terhadap
Penggugat;
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7. Bahwa dengan kejadian tersebut kehidupan rumah tangga antara
penggugat dengan tergugat sulit untuk di bina lagi dengan baik sehingga
untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan
rahmah sebagaimana yang dikehendaki sudah sulit diwujudkan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Bain sughro tergugat (Irwan Herdian Empep
Syafe'i) terhadap Penggugat (Eka Susanti binti Gunawan);

3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketetapan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain mohon Keputusan yang

seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap
didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan
Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang
lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun
berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 4154/Pdt.G/2022/PA.Cjr
tertanggal 15 Desember 2022 dan Nomor 4154/Pdt.G/2022/PA.Cjr tertanggal
23 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa
Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat

kuasa telah memenuhi syarat formal;
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Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pemah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjunya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam
persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Katu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK
1408065008960001, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur
tertanggal 12 Februari 2020, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan
dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0766/96/VI1/2019, yang dikeluarkan
oleh Kepala KUA Cianjur Kabupaten Cianjur tertanggal 19 Juli 2019, yang
telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata
cocok (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukt
dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. lis Siti Aisah binti Ahnan, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Sadewata
Kaler, RT.004 RW.001, Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah,
Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa sebagai sepupu Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan
Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di
Jalan Amalia Rubini Gang Rinjani | Rt. 001 Rw.014 Kelurahan Sayang
Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 2 orang

anak Perempuan kembar bernama Alifa Hifza, dan Alesha Azka;
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— Bahwa sejak bulan April 2020 antara Penggugat dengan Tergugat
sering bertengkar yang disebabkan Perbedaan pendapat antara
Penggugat dan Tergugat mengenai tempat usaha, Tergugat slalu
emosional terhadap Penggugat, selain itu Tergugat kurang
bertanggungjawab dalam masalah ekonomi keluarga, nafkah yang
diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

— Bahwa sejak bulan November 2020 antara Penggugat dengan
Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman
bersama;

— Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut,
keduanya tidak pernah kumpul kembali;

— Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi
tidak berhasil

2. Fitri Sulastri binti Elon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kp. Sadewata Kaler

RT.004 RW.001, Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten

Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa sebagai tetangga Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan
Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di
Jalan Amalia Rubini Gang Rinjani | Rt. 001 Rw.014 Kelurahan Sayang
Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 2 orang
anak Perempuan kembar bernama Alifa Hifza, dan Alesha Azka;

— Bahwa sejak bulan April 2020 antara Penggugat dengan Tergugat
sering bertengkar yang disebabkan Perbedaan pendapat antara
Penggugat dan Tergugat mengenai tempat usaha, Tergugat slalu
emosional terhadap Penggugat, selain itu Tergugat kurang
bertanggungjawab dalam masalah ekonomi keluarga, nafkah yang
diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

— Bahwa sejak bulan November 2020 antara Penggugat dengan
Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman

bersama;
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— Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut,
keduanya tidak pernah kumpul kembali;
— Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi
tidak berhasil
Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan
mengajukan kesimpulan akhir yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin
bercerai dengan Tergugat dan menyatakan dalam keadaan Suci;
Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya
telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk
mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara

tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih
lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan
mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili
Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat
yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi
dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah
memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum
Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah
untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal
4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan
berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti
Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cianjur,
maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang
Pengadilan Agama Cianjur sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat
(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah

dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
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Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat
diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat
dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA Cianjur Kabupaten
Cianjur, sebagaimana bukti P.2 dan rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum
(legal standing) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata
Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan
kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara
sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan
gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadimya Tergugat (verstek)
sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan dalil syar’i:

3 VL ss g (b bl p8 e (ST ) o0 e

Artinya: Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia
dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur-an Il :
405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam
persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud
pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 tahun 2016 tidak
dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat
dengan alasan sejak bulan April 2020 antara Penggugat dengan Tergugat
sering terjadi perselishan dan pertengkaran yang disebabkan Perbedaan
pendapat antara Penggugat dan Tergugat mengenai tempat usaha, Tergugat
slalu emosional terhadap Penggugat, selain itu Tergugat kurang
bertanggungjawab dalam masalah ekonomi keluarga, nafkah yang diberikan
Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sejak bulan

November 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal,
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Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan 2 tahun;
Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan
dalam perkara perceraian, lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan,
maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum
serta mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim
membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat
dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi
karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya
dan ternyata cocok, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formal telah
memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Perturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar
keterangan saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah
pihak yang berperkara, sehingga telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan
dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah
sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan
didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak
bulan April 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan Perbedaan pendapat antara Penggugat
dan Tergugat mengenai tempat usaha, Tergugat slalu emosional terhadap
Penggugat, selain itu Tergugat kurang bertanggungjawab dalam masalah
ekonomi keluarga, nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sejak bulan November 2020 antara
Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi

meninggalkan kediaman bersama, oleh karena keterangan kedua saksi
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tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan

tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat

pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172

HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka
dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai
berikut:

— Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada
tanggal 19 Juli 2019 yang dicatatkan di KUA Cianjur Kabupaten Cianjur;

— Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah
hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak
Perempuan kembar bernama Alifa Hifza, dan Alesha Azka;

— Bahwa sejak bulan April 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering
bertengkar yang disebabkan Perbedaan pendapat antara Penggugat dan
Tergugat mengenai tempat usaha, Tergugat slalu emosional terhadap
Penggugat, selain itu Tergugat kurang bertanggungjawab dalam masalah
ekonomi keluarga, nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari;

— Bahwa sejak bulan November 2020, antara Penggugat dengan Tergugat
telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman
bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Cianjur sudah berjalan selama 2 tahun dan sejak itu keduanya tidak
pernah rukun kembali serta keduanya sudah pemah dirukunkan akan tetapi
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat
ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

— Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada
tanggal 19 Juli 2019 yang dicatatkan di KUA Cianjur Kabupaten Cianjur,
dalam keadaan Ba'da dukhul;

— Bahwa sejak bulan April 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering
bertengkar yang disebabkan Perbedaan pendapat antara Penggugat dan

Tergugat mengenai tempat usaha, Tergugat slalu emosional terhadap

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 4154/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, selain itu Tergugat kurang bertanggungjawab dalam masalah
ekonomi keluarga, nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sejak bulan November 2020, antara
Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi
meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 2 tahun
dan sejak itu keduanya tidak pemah rukun kembali serta keduanya sudah
pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara
Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 2 tahun dan sejak itu
keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat
bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup
dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah,
sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya
mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan
tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1
tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka
perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini
lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat
menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum
ibarat dari kitab Fighus Sunnah Juz I, halaman 290 yang berbunyi:

P N O (U [T SOYI[ SR PR VR POVEEEA ST
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Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti

dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah
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tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan
talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka
hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi
dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifainya terus menerus dan tidak
ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga Penggugat dan
Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut, oleh
karenanya gugatan cerai Penggugattersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum
pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119
ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis
Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba’in Sughro Tergugat kepada
Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun
2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka
semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Irwan Herdian Empep Syafei)
terhadap Penggugat (Eka Susanti binti Gunawan);
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4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis
tanggal 29 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir
1444 Hijriah, oleh Mumu Mumin Muktasidin, S.H.l. sebagai Ketua Majelis, Drs.
H. R.A Satbi, SH., M.H. dan Rifgi Muhammad Khairuman, S.Sy.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim
Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Rifany, S.H. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Mumu Mumin Muktasidin, S.H..
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H. Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.
Panitera Pengganti

Ahmad Rifany, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses ' Rp 50.000,00
2. Panggilan ' Rp 300.000,00
3. PNBP ' Rp 60.000,00
4. Meterai ' Rp 10.000,00
Jumlah ' Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)
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